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Konsep dan Relevansinya bagi Daerah

di Indonesia
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Pada era desentralisasl saat inl, tuntutan terhadap daerah untuk
menyelenggarakan pernbangunan secara tepat dan meningkatkan
perekonomian daerah menfadi semakin tajarn, Kedua isu kritls yaitu
krisis ekonomi dan otonom! daerah telah membuka peluang bagi
daersh untuk menggunakan pendekatan Pengembangan Ekonoms
Lokal (PEL) sebagai salah satv instrumen pembangunan karena PEL
menyediakan pendekatan dan berbagai strategi bagi daerah untuk
meningkatkan daya salng, mendorong pertumbuhan ekonomi, men-
ciptakan lapangan kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena ilu, pembahasan mengenai PEL menjadi
sangat relevan dan menarik. Tulisan ini mencoba untuk mengupas
konsep PEL dan relevansinya dengan kebijakan dan kondisi perekono-
mian diindonesia terutama di era desentralisasi ini, Daerah, terutama
kabupaten dan kota, akan menjadi fokus pada sebagian besar bahasan
yang disajikan pada tufisan ini.

Kata kunci: pengembangan ekonomilokal, otonomidaerah, kernitraan,

good govemnance

Di sejurnlah negara, pengembangan
ekonomi lokal (PEL) telah diidentiftkasi
dan diakui sebagai salah satu pendekatan
dan strategi kunci dalam pembangunan
ekonomi. Di negara-negara yang telah
menerapkan pendekatan ini lebih dulu,
penerapan PEL ditujukan terutama untuk
mengatasi permasalahan ekonomi dianta-
ranya pengangguran, rendahnya daya
saing ekonomi dan kemiskinan. Di Indo-
nesia, krisis ekonomi yang berlangsung
sejak 1997 serta reformasi politik berupa
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dorongan terhadap demokrasi dan kebi-
jakan desentralisasi merupakan dua isu
penting yang menjadikan PEL sebagai
alternatif strategi pembangunan bagi
daerah.

Tulisan ini mencoba mengupas kon-
sep PEL dan relevansinya dengan kebi-
jakan dan kondisi perekonomian di Indo-
nesia terutama di era desentralisasi ini.
Daerah, terutama kabupaten dan kota,
menjadi fokus pada sebagian besar bahas-
an yang disajikan pada tulisan ini.
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MEMAHAMIPENGEMBANGAN EKGNOMI
LOKAL

Konsep mengenai PEL mulai banyak
mengemuka dan diperdebatkan di kalang-
an ilmuwan dan praktisi pembangunan
ekonomi wilayah di dunia sekitar tahun
1960an, Sejakit, konsep PEL terus berkem-
bang dan telah diterapkan oleh banyak
negara di dunia dan terbukti mampu me-
ningkatkan pendapatan, meningkatkan
daya saing ekonomi, memperbaiki kehi-
dupan crang miskin dan menciptakan ke-
sempatan kerja (UN-Habitat 2002).

Di Indenesia, dengan berakhirnya
rejim orde baru dan dimulainya babak baru
dalam sistem pemerintahan dalam lima
tahun terakhir ini, pandangan mengenai
kehadiran konsep dan prakarsa PEL mulai
berubah. Namun sangat disadari bahwa
belum banyak pihak, termasuk pemerin-
tah, yang memahami secara lebih menda-
fam mengenai konsep tersebut. Kebanyak-
an prakarsa yang diluncurkan selama ini
lebih menekankan pada isu mengenai
reformasi pernerintahan dalam rangka
good governance, namun sangat jarang
yang memasukkan isu PEL ke dalamnya.
Sebagian bahkan menyamakan konsep
PEL dengan konsep ekonomi rakyat.

Konsep dan Definisi Pengembangan
EkonomiLokal

Tidak seperti konsep pembangunan
yang selama ini banyak diterapkan dan
cenderung memberikan prioritas pada
sektor tertentu, PEL terutama yang ber-
aliran modern merupakan pendekatan
yang bersifat holistik dan komprehensif
serta menekankan pada keterkaitan dan
sinergi antarstrategi pembangunan yang
ada dalam suatu wilayah tertentu. PEL
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menyediakan rvang dan membuka kesem-
patan kepada selurvh komponen dalam
suatu komunitas, baik pemerintah, swasta,
organisasi non-profit dan masyarakat sipil
lokal, untuk bekerja sama memperbaiki
perekonomian lokal. ’

Dibanding saat mulai diperkenal-
kan sekitar tahun 1960an, konsep PEL
dewasa ini telah diperluas dan lebih mem-
berikan fokus pada penciptaan lingkung-
an yang lebih kondusif bagi perkem-
bangan dunia usaha. Pergeseran fokus
tersebut juga diiringi oleh perubahan
strategi dan metodologi yang digunakan.
Sekarang ini, PEL lebih diarahkan untuk
membangun sebuah strategi holistik
yang ditujukan untuk merangsang per-
tumbuhan usaha-usaha lokal, menyedia-
kan iklim investasi lokal yang kompetitif,
mendukung dan mendorong terjalinnya
jaringan {network}dan kerja sama, mendo-
rong pengembangan kluster-kluster eko-
nomi dan usaha, memberikan target pada
penanaman investasi ke dalam untuk men-
dukung pertumbuhan kluster, serta men-
dorong perbaikan kualitas hidup pendu-
duk (World Bank 2002). Strategi ini sangat
jauh berbeda dengan yang digunakan
pada awal 1960an yang masih bertumpu
pada hibah yang bersifat massif, pinjaman
bersubsidi, pembebasan pajak dan upaya-
upaya mendorong investasi bersubsidi
pada infrastruktur fisik

Ide yang melatarbelakangi konsep
dan strategi PEL yang berkembang saat
ini adalah bahwa seluruh kegiatan eko-
nomi yang dilakukan di suatu wilayah
semata-mata ditujukan untuk memper-
baiki kualitas hidup seluruh anggota
masyarakat yang ada di dalamnya. Konsep
PEL diharapkan bukan hanya mampu
memecahkan permasalahan ekonomi
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yaitu pertumbuhan lapangan kerja, pe-
ningkatan pendapatan dan kegiatan
usaha, tetapi juga aspek pembangunan
lain yaitu kebutuhan perubahan struk-
tural, integrasi sekror formal dan informal,
peningkatan kualitas pembangunan ser-
ta pengembangan komunitas lokal, dalam
bentuk pengurangan tingkat kemiskinan,
peningkatankemandirian {selfrefiance)dan
pemenuhan kebutuhan dasar manusia
{Boothroyd dan Davis 1993).

Hingga saat ini belum ada definisi
yang seragam mengenai PEL baik secara
global apalagi untuk konteks Indonesia.
Namun dalam sejumlah literatur ditemu-
kan kesamaan definisi mengenai PEL
yang mengacu pada dua kata kunci yaitu
kerja sama antarstakeholder dan peman-
faatan sumber daya lokal. Kata pertama
berarti sebuah penjalinan kerja sama
antarseluruh kemponen yang ada dalam
suatu komunitas, sedangkan kata kedua
mengacu pada kemampuan daerah dalam
memanfaatkan potensi sumber daya yang
dimilikinya untuk kemudian menjadi-
kannya sebuah kekuatan yang mampu
meningkatkan kesejahterasn masyarakat
yang berada di dalamnya.

Tidak ada batasan yang kaku menge-
nai kata “lokal” pada term pengembangan
ekonomi lokal. Dalam tulisannya Trousdale
(2003} mengatakan bahwa parameter yang
dapat dipertimbangkan untuk digunakan
dalam membuat batasan “lokal” bisa be-
rupa bentuk fisik [misalnya topografi,
sungai, pegunungan}, ekonomi {misalnya
kawasan ekonomi dan pasar) atau politik
{misalnya batas administratif}. Namun
demikian, kebanyakan negara yang telah
mengimplementasikan kensep PEL meng-
gunakan pertimbangan batas adminis-
tratif pada tingkatan pemerintah daerah

305

untuk mendefinisikan kata"lokal” tersebut.
Dafam konteks otonomi daerah, kata “lokal”
akan lebih tepat untuk daerah kabupaten
dan kota atau batas administratif yang
lebih kecil, walau tidak tertutup kemung-
kinan implementasi PEL dilakukan pada
wilayah dengan batas geografis atau
zona ekonomi.

Definisi yang telah dikenal luas me-
ngenai PEL adalah definisi yang dikem-
bangkan oleh Bank Dunia (World Bank 2002},
Definisi tersebut menyatakan focal econo-
mic developmentis about local communities
working tegether toachieve sustainable eco-
nomic growth that brings economic benefits
and quality of fife improvements forallinthe
community. Definisi lain dikembangkan
oleh KPEL {Kemitraan bagi Pengembangan
Ekonomi Lokal), sebuah program kerja
sama antara UNDP, UN-Habitat dan Bappe-
nas yang dirintis pada tahun 1998 lalu.
Dalam buku yang disusun dalam rangka
menyosialisasikan pendekatan KPEL di
daerah (Tim KPEL 2003), PEL didefinisikan
sebagai proses penjalinan kerja sama an-
tarselurch komponen dalam suatu komu-
nitas dengan tujuan menciptakan pemba-
ngunan ekonomi yang berkelanjutan de-
ngan bertumpukan pada pemanfaatan
sumber daya lokal secara optimal sehingga
mampu meningkatkan kesejahteraan ma-
syarakat utamanya rumah tangga miskin
dan usaha kecil,

Dari definisi yang ada, isu peningkat-
an daya saing, perbaikan kualitas hidup
masyarakat, penciptaan lapangan kerja
dan pengentasan kemiskinan tampak
menjadi tujuan pokok dari penerapan PEL
di suatudaerah. Pengentasan kemiskinan
memang suatu isu yang esensial saat ini
dalam konteks global, tapi pengembang-
an ekonomi lokal tidak hanya berhenti
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sampai di situ. Walau pemerintahan di su-
atu daerah secara eksplisit akan memberi-
kan fokus pada pengembangan ekonomi
lokal sebagai suatu mekanisme untuk
memperbaiki kualitas hidup masyarakat
secara langsung melalui upaya pengen-
tasan kemiskinan, pada kenyataanya pe-
rnerintah daerah juga perlu memberikan
perhatian untuk merangsang pengem-
bangan usaha melalui penciptaan klim
usaha dan investasi yang kondusif untuk
peningkatan daya saing dan penciptaan
lapangan kerja

PERLUKAH DAERAH MENERAPKAN
PENDEKATAN PENGEMBANGAN EKONO-
MILOKAL?

Paling sedikit ada dua kondisi atau
alasan yang dapat memberikan jawaban
terhadap pertanyaan di atas. Pertama ada-
lah krisis ekonomi dan masalah kemis-
kinan yang hingga saat ini masih menjadi
persoalan besar di Indonesia, dan kedua
adalah perubahan sistem pemerintahan
dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Krisis Ekonomi dan Masalah Kemiskinan

Krisis moneter yang dimulai pada
pertengahan 1997 dan terus berlanjut
menjadi krisis ekonomi, sosial dan politik
merupakan pukulan berat bagi keber-
langsungan pembangunan. Pada awal
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masa krisis, pertumbuhan ekonomi Indo-
nesia menurun dan bahkan pernah men-
capai pertumbuban negatif hampir di
seluruh sektor. Dampak terparah yang
secara langsung dirasakan aleh sebagian
besar masyarakat adalah kenaikan tingkat
inflasi yang tajam yang herakibat pada
melonjaknya harga barang-barang kebu-
tuhan pokelk Bahkan setelah sembilan ta-
hun menjalani masa krisis, tingkat inflasi
yang cukup tinggi tidak dapat terelakkan.
Angka inflasi yang mencapai 17,11 persen
pada tahun 2005 merupakan dampak dari
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
pada bulan Maret dan Oktober tahun lalu.

Turunnya daya beli masyarakat te-
lah menyebabkan insiden kemiskinan me-
ningkat sangat cepat selarna krisis. Badan
Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 55
juta jiwa penduduk Indonesia atau sekitar
28,4 persen dari total jumlah penduduk
pada tahun 1999 hidup di bawah garis
kemiskinan atau bertambah sebesar 48
persen dari kondisi sebelum krisis. Krisis
juga mengakibatkan peningkatan derajat
keparahan kemiskinan secara tajam (UNDP
2002). Walau sempat menurun menjadi
sekitar 37,3 juta jiwa atau sekitar 18,96
persen pada tahun 2003, tingginya angka
inflasi akibat kenaikan harga BBM tahun
lalu diperkirakan menambah jumlah pen-
duduk miskin dari 36,17 juta jiwa pada
tahun 2004 menjadi sekitar 40 juta jiwa

memperbaiki perekonomian fokal,

Kerja sama ontarkomponen berarti sehuah penjalinan kerja sama antarsefluruh komponen atau
stakeholder yong terdini dad pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil lokal, untuk berpartisipasi |-
dalam perencanzan dan perumusan kebijakan serta dalam pelaksanaan pembangunan guna

Pemanfaatan sumber daya fokal memberi penekanan pada kemampuan untuk memobifisas
sumber daya, kapasitas dan ketrampilan yang terdapat dan dimiliki oleh lokal (daeh) untuk
dimanfaatkan secara optimal bagi kegiatan produksi barang dan jasa yang mampu memberikan
dampak maksimal terhadap pembangunan ekonomi di daerah,

Sumber: Tim KPEL 2003
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pada tahun 2005 atau hampir 20 persen
dari jurnlah total penduduk

Narun ironisnya, banyak insiden
kemiskinan terjadi justru di daerah kaya.
Dari tujuh provinsi yang memiliki APBD
di atas satu triliun rupiah pada tahun 2002,
sebanyak enam di antaranya memiliki jum-
lah penduduk miskin di atas 12 persen. Hal
tersebut menunjukkan bahwa dana melim-
pah yang dimiliki oleh suatu daerah tidak
selalu menjamin tingginya tingkat kese-
jahteraan penduduk yang hidup di daerah
tersebut. Kelemahan dalam perencanaan
dan kesalahan dalam pengalokasian ang-
garan adalah faktor yang dapat menje-
laskan kondisi tersebut, disamping faktor-
faktor lain misalnya masih terbatasnya
kapasitas daerah, kurangnya partisipasi
masyarakat dalam perencanaan dan for-
mulasi program pembangunan dan kebi-
jakan publik, rendahnya penerapan good
governance dan rendahnya komitmen
untuk upaya-upaya penanggulangan ke-
miskinan.

Dari uraian di atas dapat dipahami
bahwa pengentasan kemiskinan seycg-
yanya tidak hanya merupakan agenda
pembangunan ekonomi di tingkat pusat,
tetapi juga harus di tingkat daerah.
Memang, berbagai program pengentasan
kemiskinan sejak krisis ekonomi tahun
1997 hingga saat ini telah banyak sekali
diluncurkan. Namun pada kenyataannya,
sebagian besar program tersebut meru-
pakan program nasional yang dikelola
oleh Pemerintah Pusat, bersifat piece meal
dan lebih merupakan upaya penyelamatan
jangka pendek bagi masyarakat miskin
sebagaimana yang terjadi pada program-
program Jaring Pengaman Sosial dan Dana
Kompensasi Bahan Bakar Minyak {BBM).
Berbagai program tersebut juga lebih
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banyak bersifat charity tanpa memper-
hatikanaspek keberlanjutan (sustainability)
dari program bantuan tersebut. Cleh kare—
nanys, banyak di antara program terse-~
but yang tidak efektif dan justru menim-
bulkan masalah baru dalam masyarakat.

Implikasi Kebijakan Desentralisasi dan
Otonomi Daerah

Undang-Undang {UU) No.22 tahun
1999 {yang kemudian diperbaharui men-
jadi UU No.32 tahun 2004) tentang Peme-
rintahan Daerah telah memberikan satu
kerangka bagi penerapan desentralisasi
politik dan administrasi. Kebijakan desen-
tralisasi ditujukan terutama untuk membe-
rikan peran yang lebih besar kepada pe-
merintah daerah kota dan kabupaten, seka-
ligus menandai berakhirnya sistem sen-
tralisasi yang selama lebih dari 32 tahun
telah memberikan kekuasaan dan kewe-
nangan yang sangat besar kepada Peme-
rintah Pusat dalam penyelenggaraan
pemerintahan, kebijakan dan keuangan
negara. Bersama-sama dengan UU No.25/
1999 (telah direvisi menjadi UU No.33/2004)
tentang Perimbangan Keuangan Pusatdan
Daerah, kebijakan desentralisasi telah
menghadirkan satu kerangka besar kebi-
jakan bagi reformasi pemerintahan.

Kebijakan desentralisasi telah meng-
geser tingkat pengambilan keputusan dari
pusat ke daerah yang juga berarti mem-
berikan otonomi yang lebih besar kepada
daerah untuk menentukan, mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat di dae-
rahnya menurut prakarsa sendiri dan dida-
sarkan pada aspirasi masyarakat sehingga
mampu menciptakan kemandirian dae-
rah. Tujuannya adalah untuk meningkat-
kan pelayanan dan kesejahteraan kepada
masyarakat, mengembangkan kehidupan
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berdemckrasi, keadilan dan pemerataan,
serta pemeliharaan hubungan yang serasi
antara pusat dan daerah serta antardaerah.

Pemberian otonomi yang [uas kepa-
da daerah tentunya telah mengubah pe-
laku yang terlibat dalam perencanaan
program pembangunan dan penentuan
kebijakan di daerah, Sebelumnya, peren-
canaan program pembangunan lebih ba-
nyak dilakukan oleh para penentu kebi-
jakan di tingkat lembaga Pemerintahan
Pusat {departemen dan non departemen)
sehingga seringkali menjadikan semua
pragram pembangunan bersifat top down
dan tidak mengakar. Narmun saat ini, seba-
gai implikasi dari kebijakan desentralisasi,
sebagian besar tanggung jawab tersebut
beserta sumber dayanya telah diserahkan
ke daerah. Diharapkan para aparat peme-
rintah di daerah mampu menangkap
kesempatan besar tersebut dan meman-
faatkannya dengan baik demi tercapainya
tujuan pembangunan di daerah.

Dalam kaitannya dengan UU No.25/
1999 dan UU No.33/2004, sumber pem-
biayaan untuk kegiatan pernbangunan
juga telah berubah. Kebijakan desentral-
isasi tefah menghilangkan sebagian besar
program bersifat sektoral dengan ruang
lingkup wilayah provinsi yang saat itu
didanai oleh anggaran Pemerintah Pusat.
Sebagai gantinya, selurub dana dialokasi-
kanke daerah dalam bentuk block grant Hal
inf tentu saja akan memudahkan peme-
rintah daerah untuk melakukan penga-
turan pengalokasian pembiayaan bagi
prakarsa-prakarsa pembangunan yang
bersifat lintas sektoral semisal prakarsa
pengembangan ekonomi lokal.

Di sisi masyarakat, otonomi daerah
telah mengubah secara drastis kehidupan
masyarakat dalam berpolitik sekaligus me-
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rubah paradigma yang ada di masyarakat
mengenai kehidupan berdemokrasi. Hatini
didorong oleh adanya dinamika dalam
masyarakat yang menuntut adanya peru-
bahan dalam keterlibatan masyarakat luas
dalam pembangunan terutama yang ber-
kaitan dengan kebijakan publik. Tuntutan
tersebut paling tidak mencakup dua hal
yaitu tuntutan agar pemerintah mau me-
rubah sikap untuk lebih mau dan bersedia
mendengar aspirasi warga (sektor swasta
dan masyarakat sipil}, serta tuntutan agar
warga dapat memiliki ruang yang cukup
untuk bisa berpartisipasi dalam proses
perencanaan dan perurnusan kebijakan
publik (Sjaifudian 2002).

Pada kenyataannya, yang terjadi sam-
pai saat ini adalah masyarakat belurn ter-
libat secara aktif di dalam setiap peru-
musan kebijakan publik, perencanaan pem-
bangunan dan dalam mencari solusi dari
berbagai persoalan yang terjadi di dae-
rahnya terutarma persoalan pengentasan
kemiskinin. Hal tersebut disebabkan oleh
belum tersedianya wahana bagi masya-
rakat luas untuk berpartisipasi dan mem-
berikan kontribusi secara langsung ter-
hadap proses dan jalannya pembangun-
an tersebut.

Berkembangnya isu good governiance
semakin memperbesar tuntutan terhadap
percepatan perubahan dalam mekanisme
pengelolaan pembangunan, Banyak pi-
hak percaya bahwa good governance me-
miliki kontribusi cukup besar dalam ter-
capai tidaknya pembangunan yang ber-
kelanjutan dan berkeadilan. Sekjen PBB
Kofi Annan dalam salah satu pidatonya
(Sjaifudian 2002) menyatakan bahwa good
gavernance adalah faktor yang paling
penting dalam pemberantasan kemiskinan
dan mendorong terfadinya pembangunan.
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QOleh karena itu, berbagai program dan
kegiatan diluncurkan oleh berbagai lem-~
baga donor internasional yang bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas dan mem-
perbaiki kualitas governance. Selain itu,
negara-negara maju yang memiliki pro-
gram bilateral dengan negara berkem-
bang termasuk Indonesia meletakkan
good governance sebagai bagian dari tujuan
pemberian bantuan mereka kepada negara
penerima bantuan. Mereka yakin bahwa
efektifitas dan keberhasilan pemberian
bantuan akan sangat ditentukan oleh ke-
beradaan good govermnancedinegara yang
menerima bantuan.

Kondisi pertama, yaitu krisis ekonomi
dan keriskinan, memberi pelajaran pada
kita bahwa pondasi perekonomian yang
kuat menjadi faktor yang krusial. Bukan
hanya perekonomian nasional, tetapi juga
perekonomian daerah. Kondisi kedua
memberi kesadaran bahwa dengan kewe-
nangan begitu besar yang dimiliki daerah
di era desentralisasi ini, daerah menjadi
pihak yang paling berkepentingan dalam
melakukan perencanaan dan menyeleng-
garakan pembangunan bagi daerahnya.
Kedua hal tersebut menjadi tantangan
bagi pemerintah daerah dalam memba-
ngun daerahnya secara mandiri tanpa
ketergantungan yang besar pada Peme-
rintah Pusat, meningkatkan demokrasi,
meningkatkan transparansi, perbaikan
perencanaan, dan merelakan terjadinya
kontrol publik yang lebih tinggi, sertamen-
jamin penurunan angka kemiskinan, pen-
ciptaan kesempatan kerja baru dan pe-
ningkatan pemerataan pendapatan.

Berkaitan dengan otonomi daerah,
pemerintah daerah tentunya harus meres-
pon secara ¢epat dan tepat peningkatan
wewenang dan tanggungjawab yang luar

biasa ini. Oleh karenanya, daerah membu-
tuhkan suatu strategi dan metodologi
yang tepat untuk menjawab tantangan
sekaligus menangkap kesempatan yang
tersedia demi meningkatkan kinerja pem-
bangunan dan pertumbuhan ekonomi di
daerah. Metodologi tersebut juga harus
mampu menciptakan dan mempermudah
terjadinya kerja sama dan sinerai antar-
stakeholderlokal, baik dalam perencanaan
maupun pelaksanaan program-program
pembangunan,

MENGAPA PENGEMBANGAN EKONOMI
LOKAL RELEVAN BAGI DAERAH DIINDO-
NESIA?

Pada masa falu, pada saat pemba-
ngunan ekonomi Indonesia bertumpu
pada kebijakan dan otoritas pusat, per-
tumbuhan ekonomi Indonesia diderong
oleh berbagai kebijakan yang terutarma
berfokus pada pemberian subsidi, pem-
bebasan pajak (tax holiday) dan penye-
diaan infrastruktur murah dalam rangka
menarik investasi untuk sektor industri.
Namun, berbagai kebijakan tersebut
ternyata sangat berpihak pada industri
besar dan para konglomerat, dan dila-
kukan dengan penuh nuansa KKN (kolusj,
korupsi dan nepotisme). Hal tersebut me-
nyebabkan pondasi perekonomian Indo-
nesia menjadi sangat rapuh sehingga
mudah hancur diterjang krisis moneter
tahun 1997. Diperparah dengan buruknya
kondisi perbankan nasional, banyak usaha
besaryang selama ini bertumpu pada modal
asing dan bahan baku impor bertum-
bangan tidak dapat menyelamatkan diri.

Konsep baru PEL, sebagaimana di-
uraikan sebelumnya, memberi penekanan
pada kekuatan untuk memobilisasi sum-
ber daya, kapasitas dan ketrampilan yang
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terdapat dan dimiliki oleh lokal {daerah)
untuk dimanfaatkan bagi tercapainya
pembangunan ekonomi daerah yang
berkelanjutan, Di era otonomi daerah saat
ini, pemerintah daerah menjadisangat ber-
kepentingan untuk mampu menciptakan
kondisi yang diidam-idamkan tersebut
sehingga konsep PEL menjadi pende-
katan yang sangat relevan bagi kota dan
kabupaten di Indanesia.

Pengalaman penerapan konsep PEL
di banyak negara menunjukkan bahwa
pemerintah daerah memainkan peranan
penting dalam merangsang prakarsa pem-
bangunan ekonomi yang terkait dengan
upaya pengurangan tingkat kemiskinan.
Di tingkat kota atau kabupaten, campur
tangan pemerintah daerah sangat ber-
kaitan dengan tersedianya kerangka ke-
bijakan dan peraturan, kemudahan akses
terhadap pelayanan publik dan adanya
stimulasi terhadap terciptanya kesern-
patan kerja. Campur tangan tersebut,
yang seringkali dikelompokkan di bawah
benderaPEL, dapatmenimbulkan dampak
yang cukup besar terhadap kemampuan
orang miskin untuk meningkatkan dan
mengelola aset mereka (Rogerson 2001}

PELdan Kompleksitas Persoalan Ekonomi
yang Dihadapi Daerah-Daerah di
indonesia

Saat ini daerah-daerah di Indonesia
menghadapi berbagai persoalan dengan
kompleksitas yang cukup tinggi. Di sisi
ekonomi, daerah dihadapkan pada perso-
alan-persoalan kemiskinan, penganggur-
an, peningkatan persaingan pasar di te-
ngah arus globalisasi, ancaman sekaligus
peluang yang timbul dari liberalisasi per-
dagangan, serta disparitas pendapatan.
Belum lagi masalah yang berkaitan de-
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ngan pelayanan publik yaitu kesehatan,
pendidikan, transportasi, infrastruktur,
kebersihan, lingkungan dan keamanan.
Sementara itu, disisi lain terdapat turitutan
dari masyarakat agar kegiatan pembangun-
an tidak hanya memberikan manfaat pada
segelintir kelompok masyarakat, tetapi
mampu memberikan returnke dalam dae-
rah itu sendiri dalam bentuk dampak ber-
ganda. Sejumlab persoalan yang disebut-
kan di atas diidentifkasi sebagai persoalan
yang cukup besar dan mendesak yang
dihadapi daerah, dan persoalan-persoalan
tersebut memiliki keterkaitan dan saling
mempengaruhi satu sama lain.

Namun begitu, kompleksitas perso-
alan yang begitu besar dan berbagai tan-
tangan yang dihadapi diharapkan dapat
menjadi pendorong bagi pemerintah dae-
rah untuk melihat prakarsa PEL sebagai
pendekatan sekaligus metodologi yang
dapat membantu mereka memacu pemn-
bangunan ekonomi di daerahnya. Oleh
karena itu, menjadi hal yang penting bagi
daerah untuk memahami relevansi antara
perubahan kondisi yang terjadi di daerah
{sebagai implikasi dari kebijakan deregu-
lasi dan globalisasi} dan urgensi penerapan
prakarsa PEL di daerah.

Globalisasi dan Peningkatan
Persaingan Pasar. Globalisasi secara nyata
telah mengurangi jarak antarnegara,
menghilangkan batas negara dan mem-
perbesar peluang melakukan integrasi
dan koordinasi antara kegiatan produksi
dan perdagangan di dunia. Perpindahan
barang dan jasa, ketrampilan, teknologi
dan uang antarnegara di dunia menjadi
jauh lebih mudah dan cepat dibanding-
kan sebelumnya. Pasar, entah itu pasar ko-
moditas, pasar modal atau pasar uang,
yang sebelumnya memiliki ruang lingkup
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satu negara telah menjadi pasar berskala
internasional. Semua ini dimungkinkan
dan dipercepat oleh inovasi teknologi ter-
utarma teknolegi informasi. Secara teoritis,
penghilangan batas pasar dan hambatan
perdagangan akan meningkatkan persa-
ingan antara para pemasok dan konsumen.
Dalam teori ekonomi, persaingan akan
menyebabkan harga turun dan mencegah
adanya keuntungan yang tidak semestinyz;
dan itu akan menghasilkan manfaat bagi
semua pelaku pasar den menjamin terja-
dinya peningkatan efisiensi.

Di sisi lain, globalisasi telah menim-
bulkan sejumlah dampak. Bukan hanya
pada skala nasional, tapi juga skala lokal.
Di tingkat daerah, globalisasi menghasil-
kan persaingan yang semakin tajam wa-
lau karakter dan tingkat persaingannya
sangat ditentukan oleh struktur industri
yang ada dan distribusi tawar di antara
para pelaku pasar. Para produsen saling
bersaing memperebutkan pasar, para pe-
kerja bersaing satu sama lain dalam mem-
peroleh pekerjaan, daerah bersaing dengan
daerah lain dalam mendapatkan investasi,
dan tenaga kerja manusia bersaing dengan
mesin sebagai akibat dari berkembangnya
teknologi.

Pemangkasan hambatan perdagang-
an intemnasional sebagai konsekuensi dar
penerapan liberalisasi perdagangan telah
menyebabkan industri lokal tidak lagi ter-
lindungi dari persaingan produk impor
yang semakin deras menembus pasar do-
mestik Indonesia. Kemampuan negara
lain untuk menjual produk bermutu baik
dengan harga murah telah mengancam
produk industri lokal yang kini sedang
berjuang melepaskan diri dari berbagai
kesulitan, himpitan dan hambatan dalam
menjalankan usahanya. Tuntutan deregu-
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lasi juga telah menyebabkan semakin
sedikitnya kebijakan yang mengatur per-
ekonomian dalam negeri termasuk kebi-
jakan yang mempengaruhi pasar. Hal ini
tentu saja berdampak pada semakin sedi-
kitnya pengendalian harga dan mekanisme
subsidi yang sebenarnya masih diperlukan
oleh kalangan usaha berskala mikro dan
kecil. Daya tahan dan daya saing kelompok
ini dalam menghadapi liberalisasi ekonomi
akan sangat tergantung pada kebijakan
nasional dan daerah, Beriringan dengan
krisis ekonomi, ancaman globalisasi dan
rentetan permasalahan yang terjadi bela-
kangan ini telah menjadi pusaran utama
yang menuntut adanya upaya-upaya ino-
vatif untuk pemecahan masalah terutama
di daerah.

Persoalan Sektor SwastadanCampur
Tangan Pemerintah. Sebagai salah satu
pelaku perekonomian, sektor swasta meru-
pakan komponen terpenting. Dalam kon-
sep PEL yang dibangun oleh banyak lem-
baga dikatakan bahwa kesejahteraan pada
komunitas lokal diciptakan bukan oleh
pemerintah tetapi oleh dunia usaha, yang
kemampuannya untuk menciptakan ke-
sejahteraan tersebut justru sangat ter-
gantung pada adanya kondisi lingkungan
usaha yang baik dan menguntungkan,
Sementara itu, pemerintah daerah meme-
gang peran kunci dalam menciptakan
lingkungan yang menguntungkan bagi
kesuksesan dunia usaha dalam mencip-
takan kemakmuran yang diharapkan,

Berbagai studi yang dilakukan cleh
sejumiah lembaga penelitian menun-
jukkan bahwa dunia usaha di Indonesia,
terutama usaha mikro, kecil dan mene-
ngah (MUKM) menghadapi berbagai ken-
dala dan hambatan dalam menjalankan
usahanya. Selain berbagai pungutan pajak
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dan retribusi yang beraneka ragam, sulit-
nya mendapatkan [ahan murah, ketidak-
tersediaan infrastruktur yang memadaj,
berbelitnya pengurusan perijinan, ren-
dahnya akses terhadap sumber dana, su-
litnya mengakses informasi pasar dan
teknologi serta berbagai hambatan lain
merupakan permasalaban yang sangat
erat dengan dunia usaha terutama UMKM.
Semua kendala tersebut pada akhirnya
mengganggu perkembangan usaha,
menghambat minat investasi yang ber-
muara pada ketidakmampuan daerah
dalam meningkatkan nilai tambah, men-
ciptakan kesempatan kerja baru, mening-
katkan pendapatan dan mengurangi
kemiskinan,

Pelaksanaan otonomi daerah, pada
tahap awal, telah menimbulkan dampak
negatif terhadap dunia usaha dan perda-
gangan. Hasil studi yang dilakukan SMERU
{Saad 2001) menunjukkan bahwa setelah
otonomi daerabh pemerintah daerah ber-
usaha meningkatkan pendapatan asli dae-
rah {(PAD) dengan cara mengenakan lebih
banyak pajak dan retribusi daerah. Kesim-
pulan dari studi tersebut adalah bahwa
berbagai regulasi yang diberlakukan
telah menciptakan distorsi pasar dan me-
nurunkan daya saing produk yang diha-
silkan oleh produsen di daerah tersebut
terhadap produk sejenis yang diproduksi
daerah lain, dan bahkan memberikan kon-
tribusi terhadap ketidakmampuan pro-
duk lokal dalam menahan laju masuknya
praduk sejenis dari negara lain. Pada ba-
nyak kasus dapat dilihat bahwa kebanyak-
an produk lokal tidak mampu bersaing
dengan berbagai produk impor, misalnya
buah-buahan, bahan makanan, mainan
anak, pakafan dan peralatan rumah tangga,
terutama yang berasal dari sejumlah
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negara tetangga di Asia yaitu Thailand,
Ching; India, Malaysia dan Vietnam.
Dengan kondisi seperti di atas, lebih
sedikitnya intervensi dan lebih banyak-
nya kebijakan yang bersifat holistik men-
jadi sangat diperlukan untuk membuat
lingkungan usaha menjadilebih mengun-
tungkan. Hal ini dapat ditempuh dengan
cara memberi penekanan yang lebih besar
pada investasi infrastruktur lunak (rmisal-
nya peningkatan sumber daya manusia,
perbaikan lingkungan legislatif) dan
menjamin tersedianya infrastuktur fisik
yang tepat untuk usaha (misalnya tempat
dan lokasi usaha yang strategis dan layak,
listrik, jaringan telepon, air bersih, saluran
limbah, dIl.)dan ketersedian jaringan jalan
yang mermadai untuk kelancaran dan efi-
siensi distribusi barang dan jasa. Tersedia-
nya lingkungan usaha yang kondusif di
suatu daerah melalui pemberlakuan kebi-
jakan yang ramah bisnis juga akan mem-
percepat pertumbuhan usaha lokal dan
penciptaan lapangan kerja baru,
Kabupaten Sragen di Jawa Tengah
dan Kabupaten Sidcarjo di Jawa Timur
adalah dua contoh dari sedikit daerah di
Indonesia yang telah berhasil mencipta-
kan lingkungan yang kondusif bagi
tumbuhnya usaha baru dan berkem-
bangnya usaha yang telah ada melalui
program One Stop Services {(055). Dengan
misi untuk meningkatkan kualitas pela-
yanan publik, menarik investor dan me-
numbuhkan wirausaha dan lapangan
kerja, pada tahun 2002 Kabupaten Sragen
membentuk Unit Pelayanan Terpadu
(UPT}. Saatini, UPT telah berhasil membuat
pengurusan dokumen perijinan dan non
perijinan selesai lebih cepat, transparan,
lebih mudah dan lebih efisien. Walaubelum
ada data kongkrit, program ini dinilai telah
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berhasil menumbuhkan usaha-usaha baru,
menciptakan lapangan kerja baru, dan
meningkatkan output daerah, Kekhawa-
tiran banyak pihak akan turunnya penda-
patan asli daerah (PAD} akibat penerapan
program 0SS ternyata tidak terbukti. PAD
Kabupaten Sragen misalnya justru menun-
jukkan peningkatan yang sangat signi-
fikan dari hanya Rp12 miliar pada tahun
2001 sebelum ada Kantor Pelayanan Ter-
padu {(KPT) menjadi Rp40,5 miliar pada tahun
2003 setelah ada KPT. Untuk bidang usaha
produk mebel yang menjadi sektor ung-
gulan, jumiah usaha menunjukkan kenaik-
an dari 922 buah sebelum KPT menjadi
1376 buah setelah KPT dengan kenaikan
nilai investasi lebih dari 2 kali lipat. Nilai
investasi sebetum KPT hanya sebesar Rp53
miliar, dan mencapai Rp125 miliar setelah
KPT tahun 2004 (Novitasari 2005). Dilihat
dari elemen yang tercakup di dalamnya,
upaya yang dilakukan dalam program
055 tersebut merupakan bagian dari
penerapan pendekatan PEL.

Cimensi Relevansi Penerapan PEL bagi
Daerah

Dari pengalaman pelaksanaan pem-
bangunan yang banyak dilakukan selama
ini baik di tingkat nasional maupun dae-
rah, telah terbukti bahwa pemecahan ter-
hadap persoalan-persoalan ekonomi se-
lama ini difakukan secara parstal, entah itu
sektoral atau kedaerahan, sehingga tidak
mampu secara efektif memberikan hasil dan
manfaat yang maksimal. Bahkan bukan
tidak mungkin cara tersebut dapat menim-
bulkan persoalan baru dan memperbu-
ruk persoalan-persoalan di sist yang lain.

Pada bagian sebelumnya telah di-
jelaskan bahwa PEL menekankan pada
tercapainya pertumbuhan ekonomi yang
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mampu membawa pada pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan. Pertum-
buhan ekonomi yang dimaksud adalah
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
yang mampu meningkatkan kesejahte-
raan masyarakat terutama rumah tangga
miskin dan usaha kecil, sekaligus meme-
cahkan kompleksitas permasalahan yang
dihadapi daerah. Namun yang menjadi
pertanyaan dalam kaitan persoalan-per-
soalan di atas adalah dapatkah pende-
katan PEL membantu daerah memecah-
kan berbagai persoalan tersebut dan
membawanya ke tujuan yang diinginkan?
Lalu, bagaimana PEL melakukannya?
Sebagaimana telah diuraikan sebe-
lumnya, pendekatan PEL merupakan pen-
dekatan yang holistik dan komprehensif,
serta menekankan pada keterkaitan dan
sinergi antarsektor dan seluruh strategi
pembangunan yang ada dalam suatu wila-
yah tertentu. Pendekatan PEL bertumpu
pada dua komponen kekuatan utama yai-
tu kerja sama antarkomponen masyara-
kat dan pemanfaatan sumber daya lokal.
Dengan dua komponen kekuatan terse-
but, pendekatan PEL dibarapkan mampu
membantu daerah karena PEL menyedia-
kan ruang dan membuka kesempatan
bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan
masyarakat sipil untuk memperbaiki in-
teraksi di antara mereka, serta menawar-
kan berbagai pilihan strategi yang dapat
digunakan untuk mendorong pemba-
ngunan ekonami daerah melalui peman-
faatan sumber daya yang dimiliki.
Melalui suatu wadah kerja sama
multi stakeholderyang dibangun dan ber-
fungsi sebagai media partisipasi masya-
rakat dan forum dialog antarstakeholder
misalnya, pendekatan PEL diharapkan
dapat membawa pada kondisi dimana
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perencanaan, perumusan dan pengambilan
keputusan mengenai kegiatan pemba-
ngunan {termasuk pengalokasian APBD)
dibuat berdasarkan kebutuhan yang ada
dalam masyarakat. Pendekatan PEL juga
diharapkan dapat menghasilkan per-
baikan kebijakan yang mampu mendu-
kung terciptanya iklim yang kondusif baik
bagi masuknya investasi maupun mendu-
kung pertumbuhan usaha yang telah ada.
Untuk melakukan investasi di daerah,
investor tentu saja membutuhkan kondisi
yang baik dan aman untuk melakukan
investasi serta membutuhkan infrastruk-
tur yang dapat mendukung usahanys, di-
samping kebutuhan terhadap adanya ke-
pastian dan keamanan dalam berusaha.

Disampingitu, tumbuhnya berbagai
organisasi dalam masyarakat di daerah
baik berbentuk asosiasi, perkumpulan,
LSM dan erganisasi non-pemerintah [ain
merupakan modal sosial yang menjadi
dasar untuk membangun masyarakat
sipil yang kuat. Keterlibatan mereka di
dalam wadah kemitraan PEL menjadi
cukup penting untuk mengawal pelaksa-
naan pembangunan di daerah agar tetap
berjalan sesuai koridor yang telah dite-
tapkan dan menjamin terjadinya good
governance yang merupakan prinsip pe-
nerapan pendekatan PEL.

Dalam memecahkan berbagai per-
soalan yang dihadapi daerah sebagai-
mana diuraikan sebelumnya dan menja-
lankan roda pembangunan tentunya
suatu daerah tidak dapat berdiri sendiri.
Bahkan persaingan antardaerah yang
timbul sebagai dampak otonomi daerah
akan semakin tajarn jika setiap daerah me-
ngedepankan ego daerah dalam meme-
cahkan perscalan yang muncul di antara
mereka. Satu daerah secara pasti memiliki
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keterkaitan dengan daerah lain di seki-
tarnya. Dalam kegiatan perdagangan
misalnya, satu daerah menjadi pasar bagi
praduk yang dihasilkan oleh daerah lain-
nya, atau bahkan menjadi penyedia tenaga
kerja bagi industri di daerah tetangganya.
Oleh karena itu, kerja sama antardaerah
diperlukan untuk menghindari konflik
dan untuk membangun sinergi, di anta-
ranya demi memperoleh manfaat yang
menguntungkan bagi semua.

Berdasarkan seluruh wraian di atas,
dapat disimpulkan bahwa berbagai per-
soalan yang bersifat kompleks yang diha-
dapi daerah serta adanya perubahan ber-
kehidupan dalam masyarakat baik kehi-
dupan politik, ekonomi maupun tata pe-
merintahan, justru menjadi pendorong
bagi pemerintah daerah untuk melihat
prakarsa PEL sebagai atat yang dapat mem-
bantu memacu pembangunan ekonomi
di daerah. Mengapa? Karena konsep PEL
menyediakan metodologi bagi daerah
untuk mampu mengelola sendiri daerah-
nya tanpa ketergantungan yang besar
terhadap Pemerintah Pusat. Selain itu, PEL
memungkinkan daerah untuk melakukan
koordinasi dan kerja sama dengan daerah
lain di sekitarnya dan bahkan dengan pe-
merintah provinsi untuk mengembangkan
strategi yang febih komprehensif dalam
memecahkan permasalahan ekonomi, so-
sial dan politik. Berkaitan dengan berbagai
tantangan yang muncul sebagai konse-
kuensi kebijakan otonomi daerah, konsep
PEL dapat menjadi alternatif bagi daerah
dalam rangka membangun perekono-
mian dengan memanfeatkan sumber daya
lokal secara optimal dan efisien tanpa me-
ngenyampingkan aspek pengembangan
demokrasi di masyarakat.




Pengembangan Ekonomi Lokal: Konsep dan Refevansnya bag! Daerah di indonesia (Hanla Rahma)

BAGAIMANA MENERAPKAN PENDEKATAN
PELDI DAERAH?

Jika suatu daerah menilai pende-
katan PEL sangat relevan untuk membantu
daerahnya menciptakan kondisi kehi-
dupan yang lebih baik bagi warganya,
lalu bagaimana menerapkan pendekatan
tersebut? Pendekatan PEL diterapkan
oleh daerah terutama dalam bentuk ter-
jadinya internalisasi pendekatan tersebut
ke dalam strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan di daerah, baik
dalam proses penyusunan, pengambilan
keputusan, pelaksanaan maupun peng-
awasannya. Sebelum membahas lebih
detil mengenai penerapan pendekatan
PEL di daerah, awal bagian ini akan men-
jabarkan lebih dahulu mekanisme penyu-
sunan perencanaan pembangunan yang
berlaku saat ini bagi daerah.

Jenis dan Proses Penyusunan Peren-
cnaanPembangunandi Daerah:Kandisi
dan Permasalahanyang Ada Saatini

Berdasarkan UU No32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah, UU No.17/2003
tentang Kevangan Negara dan UU No.25/
2004 tentang Sistern Perencanaan Pem-
bangunan Nasional, pemerintah daerah
mernulai perencanaan pembangunannya
dengan membuat Rencana Pembangun-
an Jangka Panjang (RPJP} Daerah. RPJP
Daerah merupakan dokumen perenca-
naan untuk periode 20 tahun yang di-
susun mengacu pada RPJP Nasional dan
provinsi, dan berisikan visi, misi, dan arah
pembangunan daerah. Berdasarkan RPJP
Daerah, pemda kemudian menyusun Ren-
cana Pembangunan tangka Menengah
(RPJM) Daerah yang merupakan dokurnen
perencanaan untuk periode lima tahun.
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RPIM Daerah merupakan penjabaran visi,
misi dan program kepala daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP
Daerah dan RPJM Nasional. RPJM Daerah
memuat arah kebijakan keuangan daerah
dan strategi pembangunan daerah, dan
menjadi pedoman bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyu-
sun Perencanaan Strategis {Renstra).
Untuk jangka waktu satu tahun, pemda
menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah {RKPD} yang memuat rancangan
kerangka ekanomi daerah, prioritas pem-
banguan daerah, rencana kerja dan pen-
danaannya, baik yang dilaksanakan lang-
sung oleh pemerintah daerah maupun
yang dilaksanakan melalui partisipasi
masyarakat. Bagaimanapun, mekanisme
penyusunan dokumen perencanaan yang
diuratkan di atas baru dapat diterapkan
paling cepat pada tahun 2006 karena
hingga saat ini peraturan pemerintah (PP}
yang mengatur tatacara penyusunan
dekumen perencanaan belum selesai.
Selain itu, belum seluruh daerah telah me-
lakukan pemilihan kepala daerah secara
langsung.

Berdasarkan pengalaman dan eva-
luasi terhadap pelaksanaan penyusunan
dokumen perencanaan di daerah pada
tahun-tahun sebelumnya, cukup banyak
ditemui inkonsistensi di antara dokumen-
dokumen perencanaan yang dibuat oleh
daerah. Usui dan Alisjahbana {2003} me-
nyatakan sulit sekali menemukan perbe-
daan antara Prapeda (Program Pemba-
ngunan Daerah, sekarang RIPM Daerah)
dan Renstrada (Rencana Strategis Daerah,
sekarang digabung ke dalam RPJM Daerah)
karena Renstrada umumnya gagal me-
nyusun secara jelas prioritas-prioritas ke-
giatan, jadwal waktu serta tanggung-
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jawab kelembagaan untuk pelaksanaan-
nya sebagaimana telah diidentifikasi da-
lam Propeda. Sementara PP No.108/2000
dan PP No.106/2000 menyatakan bahwa
Renstrada hanya mencakup kegiatan pem-
bangunan yang didanai oleh APBD, Pro-
peda mentargetkan seluuh kegiatan yang
didanai baik oleh APBD maupun non-
APBD terutama berupa DIP {Daftar Isian
Proyek]}. Halini berarti, dengan sistemn yang
ada saat itu rencana pembanguan daerah
dipecah menurut sumber pendanaan, se-
hingga timbul kesulitan untuk menemu-
kan hubungan langsung antara Renstrada
dan Propeda. Bahkan di beberapa daerah
yang telah melengkapi dokumen-dokumen
perencanaan tersebut, kebanyakan do-
kumen-dokumen tersebut mengandung
begitu banyak deskripsi yang bersifat cut-
and-paste {(Usui dan Alisjahbana 2003),
Dalam hal perencanaan pemba-
ngunan ekenomi, meski desentralisasi te-
iah memberi daerah sebuah momentum
politis dan kerangka fegal untuk mendo-
rong pembangunan ekonomi daerah, ke-
banyakan daerah menurut Suzuki et.al.
(2003} tidak memiliki strateqgi atau rencana
pembangunan ekanomi yang cukup kom-
prehensif. Padahal dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah (dulu
Propeda dan Renstrada), sebagaimana
dalam UU No.25/2000, sangat memungkin-
kan bagi penyusunan perencanaan PEL
yang strategis. Apalagi daerah telah memi-
liki kelembagaan yang lebih dari cukup
bagi penerapan pendekatan PEL. Masih
menurut Suzuki, et.al. (2003) kebanyakan
pemerintah daerah gagal memanfaatkan
proses perencanaan Propeda untuk mem-
formulasikan strategi-strategi PEL, dan ke-
banyakan Propeda masih terkesan‘adhoc!
Doari sejurnlah temuan tersebut dapat disim-
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pulkan bahwa meskipun institusi, program
dan mekanisme anggaran bagi pemba-
ngunan ekonomi telah tersedia, Propeda
terlihat kurang responsif terhadap kondisi
ekonomi dan dunia usaha yang ada saat
ini serta kurang memperhatikan kebutuh-
an lokal yang ada di masyarakat. Selain
itu befum terlihat sinergi yang strategis
antara perekenomian daerah, perekonomi-
an wilayah, perekonomian nasional dan
perekonomian internasional.

Dari uraian di atas timbul perta-
nyaan, apakah mungkin untuk melaku-
kan internalisasi pendekatan PEL ke dalam
strategi pembangunan daerah meskipun
telah ada dokumen-dokumen perenca-
naan pembangunan di daerah? Jika ya,
apa yang perlu dilakukan dan komponen
apa saja dari pendekatan PEL yang perlu
diinternalisasikan jika suatu daerah akan
menerapkan pendekatan tersebut?

Internalisasi Pendekatan PEL ke dalam
Strategi Pembangunan di Daerah

Bagian ini akan melihat sejauh mana
pendekatan PEL dapat diinternalisasikan
ke dalam perencanaan pembangunan di
daerah. Dimulai dengan uraian mengenai
perlunya reposisi peran pemerintah dae-
rah dalam pembangunan, bagian ini ke-
mudian membahas upaya memperkuat
strategi pembangunan ekonomi daerah
melalui pengintegrasian strategi PEL

ReposisiPeran Pemerintah, Reposisi
peran pemerintah diperlukan sebagai
konsekuensi dari kebijakan desentralisasi
dan otonomi daerah, yaitu meningkatkan
efektifitas dan efisiensi penyediaan pela-
yanan publik oleh pemerintah daerah
sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan,
prioritas dan keinginan masyarakat setem-
pat. Reposisi berarti menempatkan kem-
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bali peran pernerintah daerah di dalam
pembangunan daerah. Jika sebelumnya
pemerintah lebih menempatkan dirinya
sebagai eksekutor, peran tersebut sudah
saatnya diubah. Didalam penerapan pen-
dekatan PEL, walau hingga batas tertentu
pemerintah daerah masih perlu terlibat
sebagai inisiator awal, namun selanjutnya
pemerintah daerah diharapkan lebih
berperan sebagai manajer, fasilitator dan
sekaligus stimulator,

Pemerintah daerah harus memiliki
komitmen penuh dan secara konsisten
memberikan dukungan terhadap kegi-
atan-kegiatan PEL untuk menjamin bahwa
penerapan pendekatan PEL akan: (a} men-
ciptakan kesempatan kerja bagi penduduk,
dan (b) mendukung pembangunan yang
berkelanjutan. Pemerintah daerah juga
harus memberi prioritas pada kegiatan PEL
yang memberikan manfaat bagi kelom-
pok masyarakat marjinal dan kurang ber-
untung dengan cara memberikan dorong-
an pada diterapkannya pendekatan PEL
yang terbuka dan menjamin terdistri-
busikannya kembali manfaat tersebut
bagi pembangunan ekonomi di daerah.

Selain perlu melihat hubungan PEL
dengan rencana program dan kegiatan
lain di daerahnya sendiri, pemerintah
daerah juga perlu melihat hubungan yang
sama dengan perencanaan ekonomi,
kebijakan dan peraturan yang telah ada
di tingkat provinsi dan nasional, yang
mungkin berdampak pada agenda PEL
di daerahnya. Cleh karenaitu, peran peme-
rintah provinsi dan Pusat diperlukan
dalam upaya mendorong tercapainya
tujuan penerapan PEL di daerah. Peme-
rintah Pusat memiliki peran penting
dalam menstimulasi terciptanya sebuah
fingkungan dimana masyarakat lokal
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dapat melakukan banyak hal bagi pene-
rapan PEL.

Sejumlah bidang, yang menurut UU
Np.22/1999 {dan UU No.32/2004) kewe-
nangannya tidak diserahkan ke daerah,
masih menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat dan pemerintah provinsi, Oleh kare-
nanya menjadi tantangan bagi kedua
tingkatan pemerintahan tersebut untuk
melaksanakan kewenangan tersebut
dengan memperhatikan upaya pengem-
bangan ekonomi lokal di tingkat kabu-
paten dan kos. Mereka perlu menjaga agar
tidak terjadi kontradiksi antara kebijakan
dan program yang dikeluarkan cleh sesama
lembaga pemerintahan pusat maupun
antara lembaga pemerintahan pusat dan
pemerintahan daerah berkaitan dengan
upaya-upaya mendukung PEL di daerah.
Disamping itu, Pemerintah Pusat perlu
mengembangkan dan meningkatkan ka-
pasitasnya agar mampu menjadi fasilita-
tor dan trainer yang cakap bagi daerah.
Hal lain yang dapat diperankan oleh Peme-
rintah Pusat adalah menyediakan sumber
informasi dan pengetahuan yang diper-
lukan oleh daerah serta meningkatkan
kapasitas daerah agar mampu mene-
rapkan pendekatan PEL dengan baik

Memperkuat Strategi Pembangun-
an Ekonomi Daerah dengan Menginte-
grasikan Strategidan Program Berbasis
PEL. Dalam banyak hal, pembangunan
daerah dan PEL adalah dua hal yang saling
terkait. Setiap daerah memiliki strategi
masing-masing dalam membangun dae-
rahnya sebagaimana termaktub dalam
berbagai dokurnen perencanaan pemba-
ngurtan, terutama RPJP dan RPJM Daerah.
MNamun sayang, kebanyakan daerah belum
mermanfaatkan kesempatan yang diberi-
kan oleh dokumen-dokumen perenca-
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naan tersebut untuk menginternalisa-
sikan strategi PEL. Studi kasus bertema
Cities Speak yang dilakukan Bank Dunia
pada 2002 lalu {Suzuki, et.al. 2003) menun-
jukkan bahwa 4 dari 6 kota menerapkan
strategi pembangunan ekonomi dengan
cara ad-hoc sebagai bagian yang kecil dan
terpisah-pisah (piecemeal) dari proses pe-
rencanaan strategis yang lebih besar.
Strategi pembangunan ekenomi tersebut
sangat bervariasi mulai dari pernyataan
umum mengenai kemitraan antara peme-
rintah dan sektor swasta hingga program
yang lebih spesifik yaitu menciptakan
iklim yang ramah bagi investor. Bahkan
ketika strategi kota-kota tersebut telah
merefleksikan tujuan-tujuan pemba-
ngunan ekonomi, pendekatan dan pro-
gram-program yang dipilih seringkali tidak
sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada
dan tidak relevan dengan kebutuhan
para pelaku usaha.

Pengintegrasian strategi PEL ke
dalam RJPM Daerah yang berjangka waktu
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lima tahun adalah paling tepat di antara
produk perencanaan lain yaitu RKPD yang
hanya satu tahun. Mengapa? Karena ke-
giatan pembangunan seharusnya tidak
hanya mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi tetapi juga mampu menimbul-
kan dampak lain dalam jangka menengah
dan panjang berupa peningkatan inves-
tasi dalam usaha, penciptaan lapangan
kerja, peningkatan dan pemerataan pen-
dapatan serta pengurangan kemiskinan,
Berdasarkan pendekatan PEL, semuanya
itu harus dicapai melalui proses pelibatan
seluruh komponen atau stakeholder di
daerabh tersebut melalui suatu wadah
kerja sama atau kemitraan. Mekanisme
yang digunakan dalam melaksanakan
musyawarah perencanaan pembangunan
{musrenbang) tampaknya tidak cukup
memadai untuk menilai telah adanya
keterlibatan segenap komponen stake-
holder lokal di dalam proses perumusan
dokumen RPJP Daerah, RPJM Daerah dan
RKPD. Disitulah letak urgensi memasuk-

Gambar1
Integrasi Strategi PEL ke dalam Strategi Pembangunan Daerah
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kan pendekatan PEL ke dalam strategi
pembangunan daerah.

Walaupun PEL memiliki dan menye-
diakan strategi sendiri bagi pembangun-
an ekonomi, penerapan strategi PEL juga
dapat disinergikan dengan program fain
di dalam strategi pembangunan daerah
yang lebih luas karena sifatnya sebagai
pendekatan yang holistik dan kompre-
hensif. Berbagai kegiatan yang dilakukan
dalam rangka mencapai tujuan-tujuan
ekonomi dapat disinergikan ke dalam
strategi PEL.

Kegiatan pembangunan kawasan
industri, pernbangunan dan pemelihara-
an jalan serta perbaikan pasar adalah
conteoh kegiatan pembangunan di daerah
yang menniliki hubungan langsung dengan
PEL dan tentu saja menciptakan kesem-
patan kerfa. Namun agar pembangunan
daerah tersebut dapat sesuai dengan
strategi PEL, banyak hal lain yang harus
dilakukan. Sebagai contoh, pembangunan
kawasan industri dalam konteks pemba-
ngunan daerah secara luas adalah penting
karena pengusaha akan sulit memulai

usahanya walaupun semua faktor lain
sudah tersedia. Agar kawasan tersebut da-
pat menjadi aset yang bernilai bagi PEL,
harus ada akses terhadap air bersih, listrik,
telekomunikasi, saluran pembuangan lim-
bah, dansebagainya. Selainitu, agar bangun-
an tersebut dapat efektif sebagai tempat
usaha, diperlukan faktor lain berupakemu-
dahan memperoleh ijin usaha, iklim usaha
yang kondusif, image yang baik mengenaij
lokasi usaha, imageyang baik tentang kota
atau kabupaten itu sendiri, dukungan ke-
lembagaan, ketersediaan tenaga kerjabaik
dalam jumlah maupun kualitas (keahlian),
peraturan tentang tata ruang dan lingkung-
an, kebijakan pajak dan retribusi, jaminan
keamanan, dan lain-lain. Semua ini meru-
pakan faktor yang harus dipenuhi agar
pembangunan daerah dapat menjadi PEL.

Mengidentifikasi dan Menentukan
PilihanStrategi PEL bagiDaerah

Seringkali, keberhasilan menerapkan
pendekatan PEL ditentukan oleh kemam-
puan daerah dalam mengidentifikasi dan
memilih strategi PEL yang tepat dan

KOTAK 1

Mendorong pertumbuhan usaha lokal,
Mendorong tumbuhnya usaha baru,

I

kelembagaan dan peraturan.
8. Pengembangan klaster.

10. Program pengentasan keriskinan.
11. Pembaharuan atau revitalisasi.

Pilihan Strategi/Program Pengembangan Ekonomi Lokal:
Menciptakan lingkungan peraturan dan kebijakan yang kondusif.

Mamperbaiki iklim investasi bagi usaha lokal.
Mendukung investasi ke dalam {inward investment).
Metakukan investasi pada infrstruktur fisitk
Melakukan investasi pada infrastoulktur lunak termasuk pengembangan SDM, sistemn dukungan

9. Memberi target pada area atau kawasan terientu.

Sumber; LEOQuick Aeference, World Bank, 2002,
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paling sesuai dengan visi, misi dan tujuan
pembangunan daerah secara keseluruhan
vang telah ditetapkan. PEL menyediakan
cukup banyak alternatif program atau ke-
giatan yang dapat dipilih sebagai pric-
ritas dalam mendorong pengembangan
ekonomi lokal di daerah. Namun tentu saja
semnua pilihan tersebut barus disesuaikan
dengan kondisi, kebutuhan dan strategi
pembangunan yang lebih luas yang ada
pada masing-masing daerah. Setiap dae-
rah tentu saja memiliki keunikan sendiri
sehingga strategi dan kegiatan yang akan
dipilih pun akan berbeda-beda.
Beberapa lerbaga internasicnal di
antaranya Bank Dunia, European Union
dan UN-Habitat telah mengembangkan
sejumlah strategi atau program yang da-
pat diadopsi oleh setiap daerah di negara
manapun di dunia yang ingin menerap-
kan pendekatan PEL. Sebelas strategi atau
program yang telah cukup dikenal dan
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diakui secara internasional diperkenalkan
oleh Bank Dunia pada 2002 lalu (lihat ko-
tak 1). Strategi tersebut merupakan kom-
binasi antara strategi yang pro bisnis
(market-led) di satu sisi dengan pro orang
miskin (market-critical) di sisi lainnya, dan
mencakup area yang sangat luas mulai
dari pendekatan pembangunan ekenomi
berbasis kamunitas hingga pendekatan
pembangunan ekonomi bersifat city-wide
{World Bank 2002}. Namun begitu, banyak
dari strategi tersebut yang saling terkait
dan tergantung sama lain. Dengan kata
lain, keberhasilan satu strategi tidak dapat
dilepaskan dari penerapan strategi lain-
nya sepanjang pemilihan strategi terse-
but dilakukan dengan tepat. Lalu bagai-
miana memilih strategi PEL yang tepat dan
sesuai bagi suatu daerah tertentu?
Dalam konteks efektifitas penca-
paian tujuan, PEL mengharuskan pemi-
lihan strategi dan program berbasis pada

HOTAK 2

» Memiliki visi yang jelas dan kuat.

merupakan inti dari pendekatan PEL.

program PEL yang sukses dan gagal.

« Mendukung ingvasi dan kewirausahaan.

Apa yang dibutuhkan agar penerapan strategi dan program PEL di daerah dapat berhasil?
» Adanya kemauan politik dan kepemimpinan zktif dari pemerintah daerah.

o Adanya komitmen dari seluruh stakeholder utama dan mekanisme bagi pelibatan mereka
dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan,
» Memahami bahwa integrasi, jaringan kerja dan keterkaitan antarindividu, sektor dan daerah

s Mengenali adanya parbedaan dalam masyarakat.

+ Mendasarkan pada pemahaman mengenai PEL dan pasar lokal, nasional dan global,

« Menghubungkan perencanaan mikro dangan strategi dan dinamika ekonomi makro.

« Mengenali bahwa ketersediaan infrastrukiur dan fasilitas dapat membuat perbedaan antara

¢ Melakukan investasi pada pengembangan SDM,
s Mendorong investasi swasta pada barang publik.
» Mefakukan upaya menarik investasi ke dalam (inward investment).

= Bertindak sebagai katalis bagi terbangunnya kemitraan yang efektif antare pemerintah, pelaky
usaha, masyarakat dan stakeholderrelevan lainnya.
* Meningkalkan secara terus menerus pengetahuan dasar mengenai daerahnya,

Sumber: Toursdale, 2003
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persoalan yang ada dalam masyarakat
dengan mempertimbangkan sejumlah
kriteria penting. Kriteria tersebut di antara-
nya adalah bahwa kegiatan dari program
yang dipilih mampu: (2) memanfaatkan
potensi dan sumber daya lokal secara op-
timal, (b) mampu memberikan dampak
berganda {muftiplier effect) yang cukup sig-
nifikan terhadap daerah, serta () potensial
dalam memberikan manfaat bagi rumah
tangga, kelompok miskin dan kelompok
usaha mikro, kecil dan menengah.

Membangun dan Memperkuat Kemi-
traan Mult Stakeholder

Dalam bagian awal tulisan ini telah
dikemukakan bahwa tuntutan terhadap
penerapan good governance dalam setiap
sisi kehidupan sudah demikian tinggi.
Yang menjadi pertanyaan kemudian ada-
lah hubungan dan mekanisme seperti apa
yang perlu dan sebaiknya dibangun antara
pemerintah dan stakeholder [ainnya untuk
menjamin tercapainya good govemance?
Yang pasti dibutuhkan adalah suatu ben-
tuk hubungan yang secara langsung dapat
mempertemukan seluruh komponenyang
ada dalam komunitas termasuk masya-
rakat sipil yang dipercaya sebagai kompo-
nen yang cukup menentukan kualitas
governance.

Dalam konsep govemance, sebenar-
nya sudah sangat jelas bahwa pemerin-
ah hanyalah safah satu aktor dalam pem-
bangunan dan tidak selalu menjadi aktor
yang menentukan segalanya. Menghadapi
globalisasi misalnya, pemerintah tidak
mungkin lagi berperan secara tunggal
menentukan arah perekonomian. Berbagai
permasalahan yang timbul akan sulit dipe-
cahkan jika tidak melibatkan stakeholder
lokal lainnya. Oleh karena itu, peran peme-

rintah sebagai pelaksana pembangunan

maupun sebagai institusi yang menye-

diakan jasa pelayanan dan infrastruktur
perlu bergeser menjadi pendorong tercip-
tanya lingkungan yang mampu memfasi-
litasi pihak lain di dalam komunitas, yaitu
sektor swasta dan masyarakat luas, untuk
ikut aktif melakukan upaya pembangunan.

Pendekatan PEL memfasilitasi proses
kolektif tersebut melalui hubungan kerja
sama langsung antarseluruh stakeholder
dalam suatu wadah kemitraan, dengan
pembagian peran yang saling mendukung
dan menguntungkan satu sama lain,

Wadah kemitraan menyediakan ruang dan

membuka kesempatan kepada seluruh

komponen dalam suatu komunitas, baik
pemerintah, sektor swasta, institusi pendi-
dikan, organisasi non-profit dan masyara-
kat stpil lokal, untuk berpartisipasi dalam
perencanaan dan perumusan kebijakan
serta bekerja sama dalam pelaksanaan
pembangunan guna memperbaiki per-
ekonomian lokal. Kemitraan ini sesuai de-
ngan strategi pemerintah Indonesia dalam
melakukan demockratisasi pemerintahan,
memaksimalkan partisipasi warga dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan
serta mendukung terciptanya good
govemnancedalam seluruh aspek kehidupan.

Jenis kemitraan multi stakeholder
yang telah banyak dikembangkan selama
ini pada umumnya memasukkan tiga
kelompok stakeholder yaitu pemerintah
daerah, swasta dan masyarakat sipil.

Pengelompokan seperti ini digunakan

oleh XPEL {lihat kotak 3). Secararind ketiga

kelompok stakeholder tersebut adalah:

(1} Pemerintah daerah, mencakup semua
lembaga pemerintahan lokal yang ter-
kaitisu PEL, sertalembaga yang terlibat
dalam perencanaan dan pengambilan
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Kotak 3. Kasus: Program Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal, Indenesia

KPEL (Kemitraan bagi Pengembangan EkonomiLokal} adalah program yang dibangun atas
inlsiatif bersama UNDR UN-Habitat dan Pemerintah Indonesia-Bappenas dan dirintls pada tahun
1998 dengan nama PARUL (Poverty Alleviation through Rural Urban Linkages). Keberadaan
program ini merupzkan jawaban terhadap masalah krisis ekonoml, pertumbuhan yang tidak
merata antardaerah, rendahnya partisipasi masyarakat [uas dalam pembangunan serta
peningkatan angka kemiskinan. Pendekatan KPEL, yang dikembanglan atas dasar pengalama;n
dari enam daerah pilot (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utars, Sorong, Jambi, Lampung dan Sulawesi
Tenggara), sangat sefalan dengan kebijakan otonoml daerah yang memang menuntut daersh
beserta seluruh komponen yang ada didalamnya untuk mampu membangun perekonomian
daershnya secara mandiri. Pendekatan KPEL telah dijabarkan ke dalam metodologl 13-Langkah
untuk memudahkan semua pihak mengimplementasikan strategl yang telah dibangun deml
mencapal tuluan dan manfast yang dibaraplan.

KPEL menetapkan dua strategi utama yang saling terkait satu sama laln yaitu {1)
pembentukan forum-forum kemiwraan multi stakeholder di tingkat lokal, dan {2} pengembangan
laster ekonom. Kemitraan dalam Pendekatan KPEL menitikberatkan pada terbangunnya kerja
sama dan sinergl antarstakeholder di dalam suatu daerah untuk secara bersama-sama
menyelesalkan berbagal permasalahan yang terjadl pada klaster ekonoml yang terpilih dan
kemudian mengembangkannya sehingga mampu memberikan manfaat dan dampak yang nyata
terhadap pertumbuhan ekonoml dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Klaster ekonomi
yang dikembangkan dalam wilayah pelaksanaan pendelatan KPEL umumnya berpusat pada
kemoditas dan mencakup semua kegiatan mulai dari pra-produksi hingga pemasaran dan
melibatkan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan komoditas tersebut dan berbagai
hubungan yang ada di antara mereka.

Terepas dar konsepnya yang cukup baik, program KPEL tidak serta merta dapat dikatakan
berhasil. Ketidakberhasilan paling besar dari program ini adalah tidak terdptanya keberlanjutan
{sustainability} dari keberadaan dan kegiatan forum-forum kemitraan, serta lemahnya dampak
yang ditimbulkan. Sulitnya merubah paradigma yang telah telanjur tertanam dalam birokrasi
pemerintahan dan rendahnya kapasitas yang dimiliki daerah merupakan kendala utama dalam
keberhasilan pragram ini.

keputusan. Pada banyak kasus kemi-
traan, lembaga legislatif daerah dima-
sukkan ke dalam kelompok stakehoider
ini walaupun beberapa yang lain meng-
golongkannya ke dalam kelompok
stakeholdermasyarakat sipil.

(2} Swasta, mencakup semua pelaku sektor

swasta dalam klaster ekonomi di an-
wrenya produsen terutama usaha mikro,
kedl dan menengah (UMKM], pedagang,
industri pengolahan,eksportir, lembaga
keuangan dan asosiasi usaha.

(3) Masyarakat sipil, mencakup wakil-wakil

Led

ki

masyarakat misalnya organisasi non-
pemerintah atau lembaga swadaya
masyarakat (L5M}, lembaga pendidikan
tinggi, lembaga riset independen,
grganisasi masyarakat dan media.
Jadi jelas bahwa kemitraan me-
nuntut adanya partisipasi dari seluruh
stakeholder yang terlibat di dalamnya.
Perencanaan kegiatan pembangunan,
perumusan kebijakan dan pengambilan
keputusan diarahkan dari bawah ke atas
{bottom-up) agar menjawab langsung per-
soalan yang dihadapi masyarakat. Dengan

g,
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berpartisipasi dalam wadah kemitraan,
semu? stakeholder yang terlibat diha-
rapkan dapat menerima manfaat melalui
upaya mengembangkan peluang pasar,
mengumpulkan dan berbagi informasi
pasar, melakukan riset pengembangan,
melakukan advokasi yang positif untuk
menciptakan lingkungan kebijakan yang
kondusif bagi pengembangan usaha
terutama UMKM, serta memperluas
jaringan kerja.

Mengembangkan Kerja Sama Antar-
daerah

Walau konsep PEL mengacu pada
kegiatan pembangunan ekonomi pada
satu daerah tertentu, pada kenyataannya
penerapan PEL tidak berada pada satu
sistem ekonomi yang tertutup dan ter-
isolir dari daerah lainnya. Pasar bersifat
dinamis dan terus menerus berubah se-
bagai respon terhadap tekanan yang
datang baik dari daerah itu sendiri, dae-
rah lain, nasional maupun internasional.
Selain itu pasar komoditas, baik barang
danjasa, dan juga perekonomian memiliki
sifat lintas batas meliputi daerah-daerah
lain. Pasar yang ada dalam satu daerah
misalnya, perlu berthubungan dengan
pasar lain yang berada di daerah lzin agar
terjadi kegiatan ekonomi berupa per-
dagangan.

Dengan semakin terspestalisasinya
suatu daerah dan semakin besarnya inte-
grasi ekonomi antara satu daerah dengan
daerah lainnya, perbedaan antara perde-
saan dan perkotaan serta lokal dan regi-
onal menjadi semakin kabur.Hal ini ditun-
jukkan oleh penyediaan sejumlah pela-
yanan dasar, pergerakan tenaga kerja
antardaerah serta akses terhadap pasar
barang dan jasa yang semakin tidak me-

ngenal batas wilayah. Oleh karenanya,
membangun suvatu wilayah dengan me-
ngelompokkan sejumlah kota dan kabu-
paten ke dalam sebuah visi bersama
merupakan cara yang efektif untuk men-
ciptakan pertumbuhan ekonomi yang ber-
kelanjutan.

Selain itu, dengan berlakunya oto-
nomi daerah bukan tidak mungkin terjadi
kanflik atau persaingan berlebihan antar-
daerah sehingga kerja sama antardaerah
diperlukan untuk menghindari hal-hal
tersebut. Dalam konteks PEL, membangun
kerja sama antardaerah dalam mengan-
tisipasi dampak otonomi daerah dan
globalisasi demi memperoleh manfaat
bersama sangat dimungkinkan untuk
dilakukan. Pengalaman sefumlah negara
yang telah terlebih dahulu memberfa-
kukan kebijakan desentralisasi menunjuk-
kan bahwa kerja sama antardaerah jauh
lebih menguntungkan dibanding mem-
biarkan persaingan terjadi. Kerja sama juga
akan mempermudah aliran pergerakan
barang dan jasa dari satu daerah ke dae-
rah lainnya, meningkatkan mobilitas
tenaga kerja dan dana, serta memung-
kinkan terjadinya pengelolaan dan peman-
faatan infrastruktur secara bersama. Kerja
sama antardaerah dapat dilakukan baik
secara horisontal maupun vertikal. Kerja
sama horisontal dapat dilakukan antar-
kabupaten, antarkota atau antara kota dan
kabupaten, sedangkan kerja sama vertikal
dapat dibangun antara kota atau kabu-
paten dengan provinsi atau dengan pusat.

Kerja sama horisontal didasari oteh
pemikiran bahwa perencanaan ekonomi
suatu daerah haruslah dilakukan dengan
mempertimbangkan hubungan ekonomi
daerah tersebut dengan daerah lain di
sekelilingnya yang memiliki pengarub
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ekonomi saty sama lainnya, termasuk
didalamnya keterkaitan antara wilayah
perdesaan dan perkotaan. Hal ini berarti
bahwa pemerintah daerah di suatu dae-
rah, baik kota ataupun kabupaten, perlu
menjalin kerja sama dengan kota atau
kabupaten yang ada di sekelilingnys, ter-
utama yang memiliki karakteristik sosial
ekonhomi yang serupa. Jika diterapkan de-
ngan tepat dan baik, PEL bahkan mampu
menyediakan jalan untuk menemukan
pilihan inovasi dan mempertajam keung-
gulan kompetitif demi pencapaian yang
lebih baik dalam pembangunan ekenomi.

Kerja sama vertikal didasari pemi-
kiran bahwa perencanaan ekonomi dila-
kukan pada semua tingkatan pemerin-
tahan, baik lokal, provinsi maupun nasi-
onal, dan tidak jarang kebijakan dan im-
plementasi program atau kegiatan yang
bersifat paralel dibutuhkan di setiap ting-
katan pemerintahan yang berbeda, di
dalam wilayah yang berbeda dan bahkan
antarsekior dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya,
suatu kerja sama vertikal antara kota atau
kabupaten dengan tingkat pemerintahan
yang berada di atasnya {provinsi dan na-
sional) menjadi penting untuk menghin-
dari konflik kepentingan atau kebijakan
yang kontra produktif bagi upaya-upaya
pengembangan ekonomi lokal di suatu
daerah. Kerja sama vertikal juga diperlukan
untuk mengatasi berbagai permasalahan
menyangkut kepentingan kota dan kabu-
paten yang membutuhkan koordinasi di
tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

TANTANGAN PENGEMBANGAN EKONO-
MILOKAL DI INDONESIA

Dari uraian di atas dapat disimpul-
kan bahwa pendekatan PEL merupakan
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salah satu pilihan tepat bagi daerah dalam
rangka memperkuat proses dan produk
perencanaan pembangunan, terutama
pembangunan ekonomi di daerah-daerah.
Namun berbagai hal masih perlu dilakukan
baik oleh Pemerintah Pusat dan daerah
jika penerapan pendekatan PEL di daerah
diharapkan mampu memberikan hasil dan
manfaatyang besar. Hal tersebut di antara-
nya adalah perlu adanya kebijakan dan
program nasional yang mendukung pene-
rapan PEL di daerah, mengembanglan dan
memperkuat kapasitas daerah, mengin-
tegrasikan upaya pengentasan kemiskinan
ke dalam agenda dan strategi PEL, serta
yang terakhir memasukkan strategi PEL
ke dalam platform partzi politik.

Kebijakan dan Program Nasjonal yang
Mendukung Penerapan PELdiDaerah

Sistemn Perenc@naan Pembangunan
Nasional melalui U No.25/2004 telah
memberikan arah terhadap perencanaan
pembangunan ekonomi di tingkat nasi-
onal dan daerah termasuk sejumlah agenda
yang berkaitan dengan PEL. Namun
hingga saat ini belum ada suatu sistem
perencanaan nasional dikeluarkan cleh
Pemerintah Pusat yang mampu secara
efektif meningkatkan koordinasi di dalam
PENYUSUNan Per&ncanaan antara peme-
rintah daerah dengan provinsi dan pusat.
Padahal PP No. 58/2005 menyebutkan
bahwa rencana pembangunan di tingkat
provinsi dan nasional harus didasarkan
pada kesepakatan dengan pemerintah
daerah. Hal ini pulalah yang menyebabkan
belum adanya kebijakan yang memung-
kinkan pendekatan PEL terinternalisasi-
kan ke dalam perencanaan pembangunan
di daerah baik di provinsi maupun kota
dan kabupaten. Padahal keberhasilan
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daerah dalam penerapan pendekatan PEL
sangat ditentukan oleh dukungan sistem
perencanaan dan kebijakan pembangun-
an ekenomi di tingkat nasional,

Oleh karena ity diperlukan suatu
payung bagi sistem perencanaan pem-
bangunan yang selain dapat menjadi pan-
duan penyusunan perencan2an pemba-
ngunan di daerah juga mampu mendu-
kung penerapan PEL didaerah. inimerupa-
kan tantangan bagi Pemerintah Pusat ter-
utama Bappenas dan Departemen Dalam
Negeri. Sistem tersebut di antaranya men-
cakup kebijakan strategis di tingkat nasi-
onal bagi pendukungan penerapan PEL
di daerah dan kebijakan yang mendu-
kung legalisasi terhadap keberadaan
lembaga kemitraan multi stakeholder.

Mengembangkan dan Memperkuat
Kapasitas Daerah

Karena PEL masih merupakan isu
yang relatif baru bagi sebagian besar dae-
rah di Indonesia, tidak heran jika pema-
haman mengenai PEL masih belum me-
madai termasuk di kalangan pemerintah
baik di pusat maupun di daerah. Padahal,
PEL dapat menjadi titik penting bagi
pembangunan ekonomi yang berkelan-
jutan. Oleh karena itu sangat diperlukan
untuk mengisi kesenjangan dan mem-
perkuat sumber daya manusia di daerah
baik pemerintah, pelaku bisnis, LSM dan
komponen lain di daerah dengan ber-
bagai pengetahuan dan pengalaman me-
ngenai penerapan pendekatan PEL.

Mengintegrasikan Upaya Pengentasan
Kemiskinan ke dalam Agenda dan

Strategi Pengembangan EkonomiLokal

Boothroyd dan Davis (1993) menya-
takan bahwa pendekatan PEL diharapkan

(¥l

bukan hanya mampu memecahkan per-
masalahan ekonomi, tetapi juga aspek
pembangunan lain yaitu peningkatan
kualitas pernbangunan serta perbaikan
pada komunitas lokal dalam bentuk
pengurangan tingkat kemiskinan, pe-
ningkatan kemandirian (self-refiance) dan
pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
Oleh karena itu, sangat penting untuk
mengintegrasikan strategi dan program-
program pengentasan kemiskinan ke
dalam PEL dan meminimalkan program-
program pengentasan kemiskinan yang
bersifat charity dan jangka pendelk,

Beberapa strategi PEL yang memiliki
irisan dengan upaya pengentasan kemis-
kinan adalah strategi pengembangan
klaster ekonomi yang berpihak pada
rumah tangga miskin dan strategi yang
memberikan target pada kawasan ter-
tentu. Keberhasilan dalam pengem-
bangan klaster ekonomi yang memihak
orang miskin sangat ditentukan pada
bagaimana memilih klaster ekenomi yang
secara langsung berdampak pada rumah-
tangga miskin dan memiliki potensi bagi
peningkatan permintaan dan terjadinya
dampak berganda.

Upaya lain adalah membangun dan
memperkuat aset terbesar yang dimiliki
orang miskin yaitu kapasitas kerja mereka.
Upaya ini dapat dilakukan mulai dari
menarik investasi baru di daerah, menjaga
keberadaan investor yang sudah ada di
daerah, mendukung berkembangnya
usaha-usaha lokal, dan kegiatan-kegiatan
lain yang kesemuanya akan berdampak
pada perluasan kesempatan kerja dan
peningkatan pendapatan kelompok mis-
kin yaitu pekerja sektor informal, UMKM
dan para pekerja di sektor pertanian.
Secara paralel juga perlu dilakukan inter-
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vensi untuk meningkatkan ketrampilan
dasar kelompok miskin agar dapat meng-
akses kesempatan kerja yang ada.

Memasukkan Strategi PEL ke dalam Plat-
form Partal Politik

Masuknya PEL di dalam platform
partai politik diharapkan dapat menjadi
dasar pijakan bagi para wakil rakyat di
DPRD, yang notabeneadalah utusan partai,
untuk mempengarubi dan memper-
juangkan pengalokasian APBD beserta
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